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bzhwa dalam rangka memberiian  kepesten  Pulam  kegsc
pernyelenggara satuan pendidiczn nonformzl dzlam memberian Eyznan
pendidivan kepzdz mesyarsvzt pedu diertiteen Zn penyslercczrzs
Pusat Kegiztzn Belzjar Mzsyzrzizt (PHEM),

bzhwa berdzszrezn perimbengzn sebegzimanz dimzhksud oyt =
dipandang periu ditetzphan dengen Keputusen Kepslz Dinas Penznam
Modal dan Pelayznzn Terpadu Satu Pintu Kzbupsten Sinizi tentang IZn
Operzsionzl Penyelenggarazn Sztuzn Pendidican MNorformz!  “Pusat
Kegistan Belzjar Masyaravzt (PXEM) PXEM TODILALING' Kelurzhen
Lzppa, Keczmatzn Sinjzi Utara;

- |

Undang-Undang Nomor 29 Tzhun 1833 fenfeng Pembentulian Dzerzh
Tingrat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Reputiic Indonesiz Tahun 1852
Nomor 74, Tambzhan Lembaran Negarz Reputlix Indonesiz

Nomor 1222},

Undang-Undang Nomor 20 Tzhun 2003 tentzng Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negarz Repubix Indonesiz Tzhun 2003 Nomer 75,
Tambahan Lembaran Negara Repubi Indonesiz Nomer 4301)
Undang-Undang Nomor 14 Tzhun 2002 tentang Keterbukaan Informass
Publix (Lembaran Negara Republix Indonesia Tzhun 2002 Nomer 81,
Tambzhan Lembaran Negara Republi Indonesiz Nomor L2481
Undang-Undang Nomor 25 Tzhun 2008 tentang Pelayanan Pubiikc
(Lembaran MNegarz Republk Indonesiza Tzhun 2008 Nomor 112
Tambzhan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 5038); :
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerzh
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tazhun 2014 Nomor 2-’-:
Tambzhan  Lembaran  Negara Republk  Indonesia Nm;-
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lemba;an
Negara Republik Indonesi Nomor 5673):

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
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Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Alas
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Homor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5606),
Peraturan Pemetintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 MNomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 23);

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);

Permohonan Penanggung Jawab Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) PKBM TODILALING Nomor : 005/PKBM TL/SU/2020, Tanggal
17 Januari 2020 Perihal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM,

Akta Notaris Nomor : 17 Tanggal 07 Desember 2009 tentang Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TODILALING Disingkat PKBM
TODILALING;

Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor
TT/010/DP, Tanggal 25 Mei 2021, Perihal Penerbitan Perpanjangan izin
Operasional Penyelenggaraan,
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MEMUTUSKAN
Menetapkan
( Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada ¢
Nama lembaga : PKBM TODILALING
Alamat Lembaga + JI. Cumiscumi , Kelurahan Lappa,

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjas
Penanggung Jawab : Dra. Hj. ERNAWATI MADI, M.Si
Kedua : 1zin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku
sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 02 Januari 2023,

Ketiga : Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidixan Nonformal Puzat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM), diajukan 3 (tiga) bulan sobelum berakhimya masa
berlaku izin; ‘

Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinja

Pada tanggal : 24 Mei 2021
a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS,

‘@g\ ?@g
XL

LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / Ve
NIP : 187011301820031002

Tembusan :

. Bupati Sinjai;

. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
. Camat Sinjai Utara;

. Lurah Lappa;

. Arsip.
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